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RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

(RLPPD) 

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Pedoman Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) disampaikan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada 

masyarakat. 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas Ringkasan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2022 

disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan selama tahun 2022. 

 

Segala kemajuan atau keberhasilan yang dapat diraih pada tahun 2022 

merupakan upaya bersama dari seluruh stakeholder di Kabupaten Konawe 

Kepulauan dan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, 

disadari bahwa disamping keberhasilan yang dicapai masih terdapat hal-hal yang 

memerlukan upaya peningkatan dimasa yang akan datang. Adapun Ringkasan 

capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten 

Konawe Kepulauan tahun 2022 adalah sebagai beriku 

 

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja 

makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam 

pembangunan nasional.  
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Capaian Kinerja Makro yang diperoleh oleh Kabupaten Konawe Kepulauan 

pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:  

No Indikator Kinerja Makro 

Capaian 

Kinerja Tahun 

2021 

Capaian Kinerja 

Tahun 2022 

Perubahan 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Indeks Pembangunan 

Manusia 
65,73 66,69 1,461 

2 Angka Kemiskinan 347 332 370 692 -8,528 

3 Angka Pengangguran 1,83 1,85 1,093 

4 Pertumbuhan Ekonomi 2.30 3,23 40,435 

5 Pendapatan Per kapita 39.05 41,15 5,378 

6 
Ketimpangan Pendapatan 

(Gini Ratio) 

0,324 

 
0,350 8,025 

   Sumber Data: Konawe Kepulauan Dalam Angka Tahun 2023 

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR 

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari 

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang 

pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah yang 

memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan 

indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan fungsi penunjang pada 

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022, dapat dilihat dalam Indikator Kinerja 

Kunci berikut ini: 

1. Urusan Pendidikan 

a. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian Kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Konawe 

Kepulauan pada tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

No Indikator Kinerja Kunci 
Capaian Kinerja 

Tahun 2021 

Capaian Kinerja 

Tahun 2022 

1 2 3 4 

1 

Tingkat partisipasi warga negara 

usia 5-6 tahun yang berpartisipasi 

dalam PAUD 

87,240 86,538 

2 
Tingkat partisipasi warga negara 

usia 7-12 tahun yang 
89,150 83,491 
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berpartisipasi dalam pendidikan 

dasar 

3 

Tingkat partisipasi warga negara 

usia 13-15 tahun yang 

berpartisipasi dalam pendidikan 

menengah pertama 

75,031 86,416 

4 

Tingkat partisipasi warga negara 

usia 7-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar 

dan menengah yang berpartisipasi 

dalam pendidikan kesetaraan 

100 95,208 

 

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan 

Realisasi belanja urusan Pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 

2022 sebesar Rp. 91.749.159.602,00 dengan program/kegiatan unggulan 

sebagai berikut:  

1. Program Pengelolaan Pendidikan 

2. Program Pengembangan Kebudayaan 

3. Program Pengembangan Kurikulum 

4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

c. Permasalahan Yang Dihadapi. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di 

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 adalah pencapaian target 

penyediaan pelayanan Bidang Kebudayaan pembiayaan melalui APBD 

Kabupaten dan masih adanya Keterbatasan Biaya dan Keterbatasan Sumber 

daya Manuasia di Bidang kebudayaan. 

2. Urusan Kesehatan 

a. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Konawe 

Kepulauan pada tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja kunci yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja 

Tahun 2021 

Capaian Kinerja 

Tahun 2022 

1 2 3 4 

1 
Rasio daya tampung RS terhadap 

Jumlah Penduduk 
0,305 3,291 

2 

Persentase ibu hamil 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan ibu hamil 

100 83,183 
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3 Persentase ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan 

persalinan 

68,344 92,192 

4 Persentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 

86,445 78,366 

5 Cakupan pelayanan kesehatan 

balita sesuai standar 
91,877 82,002 

6 Persentase anak usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 

standar 

73,985 72,722 

7 Persentase orang usia 15-59 

tahun mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

77,302 13,817 

8 Persentase warga negara usia 60 

tahun ke atas mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai 

standar 

3,877 92,364 

9 Persentase penderita hipertensi 

yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

77,105 100 

10 Persentase penderita DM yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

81,904 100 

11 Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan jiwa sesuai standar     

100 89,591 

12 Persentase orang terduga TBC 

mendapatkan pelayanan TBC 

sesuai standar 

100 97,727 

13 Persentase orang dengan resiko 

terinfeksi HIV mendapatkan 

pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar     

100 77,840 

14 Persentase RS Rujukan Tingkat 

kabupaten/kota yang 

terakreditasi 

100 100 

 

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan 

Realisasi belanja urusan Kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 

2022 sebesar RP. 59.733.952.746,00 dengan Program/Kegiatan Unggulan 

sebagai berikut:  
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1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

 

c. Permasalahan yang Dihadapi  

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di 

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil 

Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil 

adalah sebagai berikut: 

• Pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan belum terakomodir 

dengan baik 

• Adanya penduduk dari luar Kab. Konawe Kepulauan sehingga 

menyulitkan pemantauan dan pencatatan pada ibu hamil 

• Masih tinggi angka pernikahan dini yang menyulitkan dalam 

pemeriksaan kehamilan secara dini 

2. Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin 

• Keterlambatan pengambilan keputusan akibat faktor social budaya 

• Ketersediaan sarana prasarana pelayanan persalinan khususnya sarana 

air bersih di FKTP masih sangat minim 

• Kondisi geografis dan akses yang sulit dijangkau saat memasuki musim 

penghujan sehingga pertolongan persalinan tidak bisa dilakukan di 

FKTP 

• Peningkatan jumlah persalinan diluar sasaran yang telah ditetapkan 

• Tingginya jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga non Kesehatan 

3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir 

Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan kesehatan pada bayi baru 

lahir adalah sebagai berikut: 

• Persalinan singgah sehingga tidak dapat dilakukan kunjungan neonatal 

secara lengkap 

• Keterlambatan pengambilan keputusan akibat faktor social budaya 

4. Pelayanan Kesehatan pada Balita 

• Kurangnya petugas Puskesmas yang memiliki kemampuan dalam 

pengelolaan program MTBS dan SDIDTK 
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• Rendahnya jumlah kunjungan ke Posyandu 

• Kader Posyandu yang masih suka berganti-ganti 

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

Permasalahan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang 

sering dijumpai adalah: 

• Tim Pembina UKS baik di tingkat kabupaten maupun sekolah tidak 

terbentuk 

• Kurangnya sosialisasi program pelayanan kesehatan usia pendidikan 

dasar  

• Kurangnya media KIE sebagai sarana pembelajaran bagi sasaran  

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Reproduktif 

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan pada usia reproduktif adalah 

sbb: 

• Kurangnya Bahan Habis Pakai (BHP) dalam pelaksanaan pemeriksaan 

penunjang 

• Masyarakat tidak aktif dan terkesan acuh tak acuh terhadap 

pelaksanaan Posbindu PTM 

• Rotasi programer PTM sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal 

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 

• Kurangnya tenaga kesehatan terlatih P3G (Pengkajian Paripurna Pada 

Geriatri) 

• Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan P3G 

(Pengkajian Paripurna Pada Geriatri) 

• Rendahnya angka kunjungan lansia ke Posyandu 

8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi 

• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining 

kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya 

menderita hipertensi  

• Pencatatan dan pelaporan program hipertensi belum maksimal dan 

sesuai dengan definisi operasional 

9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus 

Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan kesehatan pada 

penderita DM adalah sbb: 

• Kekhawatiran masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya 

saat melakukan deteksi dini diabetes melitus 
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• Pencatatan dan pelaporan program diabetes melitus belum maksimal 

dan sesuai dengan definisi operasional 

10. Pelayanan Kesehatan pada ODGJ Berat 

Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan kesehatan pada ODGJ 

Berat adalah sbb: 

• Minimnya persediaan obat-obatan penanganan ODGJ Berat 

• Pembiayaan rujukan kasus ODGJ berat tidak tersedia 

11. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga TB 

Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan kesehatan pada Orang 

Terduga TB adalah sbb: 

• Anggaran dalam pengiriman sampel rujukan tidak tersedia 

• Kurangnya BHP Pemeriksaan Penunjang TB 

• Pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan program belum maksimal 

12. Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Risiko HIV 

Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan kesehatan pada orang 

dengan risiko HIV adalah sbb: 

• Anggaran dalam pengiriman sampel rujukan tidak tersedia 

• Kurangnya BHP Pemeriksaan Penunjang HIV pada sasaran program 

• Pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan program belum maksimal 

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

a. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh 

oleh Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2022 berdasarkan Indikator 

Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

No Indikator Kinerja Kunci 
Capaian Kinerja 

Tahun 2021 

Capaian Kinerja 

Tahun 2022 

1 2 3 4 

1 

Rasio luas kawasan permukiman 

rawan banjir yang terlindungi oleh 

infrastruktur pengendalian banjir 

di WS Kewenangan Kab/Kota 

38,082 11,832 

2 

Rasio luas kawasan permukiman 

sepanjang pantai rawan abrasi, 

erosi, dan akresi yang terlindungi 

oleh infrastruktur pengaman 

pantai di WS Kewenangan 

Kab/Kota       

18,063 43,750 
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3 

Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan kabupaten/kota yang 

dilayani oleh jaringan irigasi  

42,268 42,268 

4 

Persentase jumlah rumah tangga 

yang mendapatkan akses terhadap 

air minum melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap 

rumah tangga di seluruh 

kabupaten/kota 

86,944 86,944 

5 

Persentase jumlah rumah tangga 

yang memperoleh layanan 

pengolahan air limbah domestik    

74,438 76,732 

6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 100 100 

7 
Tingkat Kemantapan Jalan 

kabupaten/kota    
70,391 66,488 

8 

Rasio tenaga 

operator/teknisi/analisis yang 

memiliki sertifikat kompetensi    

96,629 100 

9 

Rasio proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya 

tanpa kecelakaan konstruksi 

 

100 100 

 

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten 

Konawe Kepulauan Tahun 2022 sebesar Rp. 77.308.883.900,00 dengan 

Program/Kegiatan Unggulan sebagai berikut:  

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

5. Program Penataan Bangunan Gedung 

6. Program Penyelenggaraan Jalan 

7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

c. Permasalahan yang Dihadapi 

Adapun permasalahan terkait penerapan dan pencapaian target penyediaan 

pelayanan pengolahan air limbah antara lain keterbatasan pembiayaan melalui 

APBD Kabupaten dan  masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan 

pentingnya Pola Hidup Sehat khususnya dikawasan pesisir. 
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4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

a. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian Kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh 

oleh Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2022 berdasarkan Indikator 

Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:  

  

No Indikator Kinerja Kunci 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2021 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2022 

1 2 3 4 

1 
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah 

layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 
100 100 

2 

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni 

bagi masyarakat terdampak relokasi program 

pemerintah kabupaten/kota 

100 0 

3 
Persentase kawasan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 
100 24,559 

4 
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak 

Layak Huni) 
47,823 74,847 

5 
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 
11,257 0,083 

 

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten 

Konawe Kepulauan Tahun 2022 sebesar RP. 10.499.844.628,00 dengan 

Program/Kegiatan Unggulan sebagai berikut:  

1. Program Pengembangan Perumahan 

2. Program Kawasan Permukiman 

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 

4. Program Pengelolaan Tanah Kosong 

5. Program Penatagunaan Tanah 

c. Permasalahan yang Dihadapi 

Beberapa Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut: 

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung sasaran 

SPM.  

2. Kurangnya keterbukaan data antar SKPD untuk menunjang pencaipan 

SPM 
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3. Untuk mencapai sasaran SPM Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman kekurangan sumber daya manusia khususnya dalam 

pengelolaan kegiatan. 

4. SPM perumahan rakyat melibatkan beberapa instansi/OPD lain seperti 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, sehingga dalam 

pencapaian sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antara 

instansi terkait. 

5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 

a. Capaian Kinerja Outcome  

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 

yang diperoleh oleh Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2022 adalah 

sebagai berikut:  

No Indikator Kinerja Kunci 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2021 

Capaian Kinerja 

Tahun 2022 

1 2 3 4 

1 
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan 
100 100 

2 
Persentase Perda dan Perkada yang 

ditegakkan 
100 66,667 

3 
Persentase pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran 
100 100 

4 
Waktu tanggap (response time) penanganan 

kebakaran 
15 5 

5 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana 

100 100 

6 
Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana 
100 100 

7 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

100 100 

 

b. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat  

Realisasi belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 

di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 sebesar RP. 12.956.706.183,00 

dengan Program/Kegiatan unggulan sebagai berikut:  
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1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

2. Program Penanggulangan Bencana 

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non Kebakaran 

c. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum 

dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 

2022 adalah sebagai berikut:  

a. Permasalahan Non-Teknis 

1. Kurangnya Staf yang ada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 

Kebakaran yang khusus bertugas mencatat dan menyiapkan setiap 

data yang di perlukan dalam penyusunan SPM. 

2. Belum adanya Sosialisai untuk semua Anggota Satuan Polisl Pamong 

Praja dan Kebakaran akan pentingnya SPM dalam setiap indicator 

yang ada sehingga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Kebakaran seluruhnya dapat bekerja guna pemenuhan Dinas Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Konawe kepulauan. 

3. Tidak adanya dana yang digunakan untuk melatih beberapa Anggota 

DinasSatuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran agar kedepannya 

penyusunan laporan SPM dapat berjalan terus- menerus dalam setiap 

tahunnya. 

4. Kurangnya anggota Damkar yang ada dengan yang besar dengan 

jumlah jumlah SPM luas wilayah Distrik sebanyak 10 (Sepuluh) dan 

jumlahTPS sebanyak 101 (Data KPU Kab.Konawe kepulauan) yang 

mana setiap TPS harus di jaga Anggota Damkar. minimal 2 (dua) 

orang. 

5. Kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang 

dapat mengoperasikan computer dengan baik dan mahir. Kurangnya 

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran jika di 

bandingkan dengan luas wilayah kerja yang begitu luas. Kuranya 

pemahaman setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Kebakaran akan setiapTugas Pokok dan Fungsi tiap-tiap Seksi yang 

ada. 

6. Kementerian Lembaga yang terkait dengan Satuan Polisi pamong Praja 

dan Kebakaran dapat di katakan kurang sosialisasi dan monitoring 
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kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam 

program percepatan SPM juga di lingkungan Provinsi. 

b. Permasalahan Teknis 

1. Data di SKPD tidak tersedia (terdokumen secara baik) sejumlah 

kegiatan yang dilaksankan tetapi tidak tercatat. 

2. Daya serap SKPD terhadap penerapan SPM kurang terkesan SKPD 

dipaksa untuk membuat laporan. Hal ini di sebabkan karena para 

pimpinan di daerah kurang mengetahui kebijakan nasional ini secara 

baik. 

3. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana 

kebakaran dan belum adanya Peraturan Bupati tentang Manajemen 

Kebakaran di Kabupaten Konawe kepulauan. Sehingga pembagian 

WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dan Kurangnya fasilitas 

pemadam kebakaran makanya hanya terpusat pada Kota (Diskik 

Langara Kota). 

4. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran hanya 

berupa sumur penampungan air yang ada pada pos pemadam 

kebakaran sehingga bila terjadi bencana kebakaran mobil pemadam 

harus bulak-balik dari tempat kejadian kebakaran ke pos pemadam 

kebakaran. 

5. Kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai sarana dan 

prasarana pemadam kebakaran yang terlihat sampai tahun 2022 

pemadam kebakaran hanya memilik 1 (satu) unit mobil pemadam 

kebakaran dengan luas wilayah Distrik Langara Kota 110.85 Km2, 

serta luas Kabupaten Konawe kepulauan seluruhnya 8.469 Km2. 

(Data Bappeda Kab. Konawe Kepulauan) 

6. Kuranya tenaga terlatih yang ada pada pos pemadam yang terlihat 

hanya 9 (Sembilan) orang yang pernah mengikuti diklat dasar 

pemadam kebakaran. 

7. Tingginya angka daerah Rawan Bencana yang Tidak didukung anggaran 

yang Memadai untuk melaksanakan pelayanan Penaggulangan Bencana 

Yang Menyeluruh Kepada Masyarakat yang berada dilokasi rawan 

Bencana. 
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8. Kurangnya Personil yang Memenuhi Stnadar Pelayanan Minimal untuk 

Melaksanakan pelayanan Penaggulangan Bencana Yang Menyeluruh 

Kepada Masyarakat yang berada dilokasi rawan Bencana. 

6. Urusan Sosial 

a. Capaian Kinerja Outcome  

Capaian kinerja Urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Konawe 

Kepulauan pada tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

No Indikator Kinerja Kunci 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2021 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2022 

1 2 3 4 

1 

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 

gelandangan pengemisyang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator 

SPM) 

100 100 

2 

Persentase korban bencana alam dan sosial 

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/kota 

100 100 

 

b. Realisasi Belanja Urusan Sosial 

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 

sebesar RP. 2.096.166.273,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai 

berikut:  

1. Program Pemberdayaan Sosial 

2. Program Rehabilitasi Sosial 

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

4. Program Penanganan Bencana 

c. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten 

Konawe Kepulauan tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber 

pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial 

Profesional pada PMKS tertentu; 

2. Belum tersedianya data yang valid terhadap Penyandang Masalah 
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Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

3. Sarana dan Prasaran yang kurang mendukung untuk capaian 

Standar Pelayanan Minimal pada urusan sosil. 

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN SEBELUMNYA. 

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 

2023 Kabupaten Konawe Kepulauan berhasil mendapatkan hasil EPPD 

dengan skor kinerja 2, 8956 dan status kinerja SEDANG 

 

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya 

Berdasarkan Laporan Nomor 25.B/LHP/XIX.KDR/05/2023 Kabupaten 

Konawe Kepulauan berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

Kepulauan Tahun 2022. 

 

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN 

DAERAH 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

Kepulauan (Audited) Tahun 2022 Realisasi pendapatan Kabupaten Konawe 

Kepulauan tahun 2022 mencapai sebesar RP. 579.067.306.737,00 dan Realisasi 

Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 mencapai RP. 

521.656.952.333,00. 

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 berdasarkan jenis 

pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Kode 

Rekening 
Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Realisasi 

(%) 

4.1 
Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 
13.487.361.352,00 12.930.684.590,00 95,87 

4.2 Pendapatan Transfer 514.347.926.654,00 566.136.622.147,00 110,068 

4.3 
Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 
550.000.000,00 0,00 0 

Sumber : LRA Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2022 

Kode 

Rekening 
Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Realisasi 

(%) 

5.1 Belanja Operasi 313.604.383.365,00 284.328.806.968,00 90,664 

5.2 Belanja Modal 147.075.260.895,00 134.855.522.805,00 91,691 

5.3 Belanja Tidak Terduga 26.600.000.000,00 4.945.411.260,00 18,591 

5.4 Belanja Transfer 99.261.238.000,00 97.527.211.300,00 98,253 

Sumber : LRA Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2022 
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5. INOVASI DAERAH 

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki 

Inovasi daerah sebagai berikut:  

NO 
PELAKSANA 

INOVASI DAERAH 
INOVASI DAERAH KETERANGAN 

1 BAPPEDA 

Evaluasi Pembangunan 

Jangka Menengah 

Kabupaten Konawe 

Kepulauan Melalui 

Aplikasi E-RPJMD 

Layanan Aplikasi Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah Jangka 

Menengah melalui aplikasi E-

RPJMD yang dikembangkan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Konawe 

Kepulauan Pada Tahun 2023 

2 
DINAS 

PERPUSTAKAAN 

Perpustakaan Digital 

Berbasis Media Sosial 

(Aplikasi Iwawonii) 

Kabupaten Konawe 

Kepulauan 

Sebagai sarana dan prasarana 

perpustakaan untuk meningkatkan 

minat kegemaran membaca 

Masyarakat Kabupaten Konawe 

Kepulauan berbasis aplikasi digital 

yang mudah diakses serta mampu 

mendorong pembudayaan 

kegemaran membaca dan 

menyediakan bahan bacaan yang 

bermutu, murah, dan terjangkau. 

Data base ini mulai digunakan pada 

tahun 2023 

3 BKPSDM 

Sistem Informasi 

Manajemen Sumber 

Daya Manusia SI-MANIS 

1. Tersedianya aplikasi yang berisi 

data-data kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya 

manusia terkait data kediklatan, 

sehingga dapat diakses dengan 

mudah dan cepat oleh seluruh 

stekholder 

2. Membangun system informasi 

yang dapat menghubungkan 

antara stekholder dengan pihak 

Badan Kepegawaian dan 

Pegembangan SDM guna 

mendukung kelancaran 

penyelenggaraan Pemerintahan 

yang efektif dan efisien dibidang 

pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

3. Aplikasi ini diluncurkan pada 

tahun 2023 

4 
DINAS 

PERHUBUNGAN 

Angkutan Perintis 

Lingkaran Hati Emas 

Kab. Konawe Kepulauan 

Tersedianya layanan angkutan 

perintis yang menghubungkan 

daerah-daerah terpencil yang ada di 

Kabupaten Konawe Kepulauan 

melalui angkutan yang disiapkan 

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 
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Konawe Kepulauan. Angkutan ini 

mulai beroperasi pada tahun 2023 

5 
SMPN 2 Wawonii 

Utara 

SIstem Data Base 

Digital Perpustakaan 

(SDD) SMPN 2 Wawonii 

Utara 

Manfaat Data Base Digital 

Perpustakaan (SDD) SMPN 2 

Wawonii Utara adalah agar koleksi 

Buku perpustakaan dapat dengan 

mudah diakses dan ditelusuri oleh 

peserta didik, guru, Masyarakat 

umum maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan. Aplikasi ini mulai 

digunakan pada tahun 2022 

 

6. PENUTUP 

 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Konawe Kepulauan Tahun 2022 disusun bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang pelaksanaan program-program oleh pemerintah daerah sekaligus Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan 

pelaksana kebijakan untuk masing masing Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur 

tingkat kemajuan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh 

dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selama 

tahun 2022, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam urusan pelayanan dasar. 

Penyampaian laporan ini telah diupayakan secara maksimal untuk 

mewujudkan laporan sesuai dengan format berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, tetapi kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu 

sangat diperlukan keterpaduan langkah, dukungan dari seluruh pihak yang terlibat 

demi terwujudnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan 

dan akuntabel. 

Lanagara,     Januari 2024 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN  

 

 

 

H. AMRULLAH  


